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BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Korupsi di Indonesia terjadi dikalangan birokrasi dan perbankkan, kini sudah
merambah masuk ke lingkungan legislatif. Yang menjadi sorotan utama adalah
Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Terungkapnya kasus-kasus korupsi para anggota DPRD ini seiring dengan
dilaksanakan otonomi daerah berdasarkan UU NO 22 tahun 1999 (sekarang telah
diganti dengan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Dalam Undang-
undang No.22 Tahun 1999 dijelaskan kewenangan lembaga legislatif baik yang
berada di pemerintahan pusat maupun di pemerintahan daerah menjadi seperti lebih
tinggi dari kewenangan eksekutif yang pada saat terbentuknya undang- undang
tersebut sedang terjadi fenomena “Legislatif Heavy”. Fenomena ini dipicu oleh situasi
politik saat itu yang sedang dalam masa peralihan dari masa Orde Baru ke masa
Reformasi. Lembaga legislatif seperti menjadi penentu segala arah kebijakan dan
aturan sehingga kesan dari kewenangan yang diatur dalam UU No.22 Tahun 1999
bahwa Lembaga Legislatif adalah “The Most Big Power” yang dapat dengan leluasa

menggunakan kewenangannya terutama dalam fungsinya sebagai pembuat anggaran /



penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

Istilah korupsi ” di Indonesia pada mulanya hanya terdapat dalam khasanah
perbincangan umum untuk menunjukkan penyelewengan-penyelewengan yang
dilakukan oleh pejabat-pejabat Negara. Namun karena Pemerintah sendiri
memandang bahwa masalah ini bisa merongrong kelancaran tugas-tugas Pemerintah
dan merugikan ekonomi Negara, maka dirumuskan peraturan khusus tentang korupsi,
sehingga pengertian korupsi kemudian diperluaskan, tidak saja khusus diberlakukan
kepada setiap orang atau badan yang turut mengelola keuangan Negara.Untuk
pertama kalinya istilah korupsi menjadi istilah yuridis dalam peraturan Penguasa
Militer No. PRT/PM/06/1957 tertanggal 9 April tentang Peraturan Pemberantasan
Korupsi. Didalam peraturan ini, korupsi diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang
merugikan keuangan dan perekonomian negara.

Upaya Pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi ini terlihat serius,
hal ini terbukti dengan ditertibkannya Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM-

08/1957 tertanggal 27 Mei 1957 tentang Pemilikan terhadap Harta Benda, yang

Y Apa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi, dapat dilihat pada Undang-Undang No. 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
No. 20 Tahun 2001, dalam Pasal 2 jo Pasal 1, merumuskan bahwa Tindak Pidana Korupsi pada pokoknya
ditentukap setiap orang, yang secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang melekat
pada jabatan tersebut.

Wahyudi Kumorotomo, Etika Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2005, hal 207



dilanjutkan tanggal 16 April 1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan
Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda, serta Peraturan Penguasa
Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/2.1/1/7. tanggal 17 April 1958.
Kemudian ditertibkan Undang-Undang No. 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan,
Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini kemudian
dicabut dan diganti oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang No 3 Tahun 1971 digantikan dengan
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
yang kemudian diubah lagi dengan UU No 20 tahun 2001 Tentang Perubahan
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Upaya Pemerintah dalam pemberatasan tindak pidana korupsi disertai pula dengan
memberlakukan Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
Yang Bersih dan bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)?. Bersama
dengan dimulai gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi sedunia pada tanggal 9
Desember 2004, diterbitkan Instruksi Presiden Repulik Indonesia No. 5 tahun 2004

tentang Percepatan Pemberantasan korupsi.

2 g . s 5 _ge 3 .
) s, A_nwan.Quo Vadis Pemberatasan Korupsi di Indonesia Penerbit Institute of Socio Economics and Political
Studies *“ People Message™ (AMRA), Jakarta, 2005, hal 14-23



Namun demikian, meskipun sudah ada ancaman pidana yang cukup berat
berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, tindak pidana korupsi tetap saja
tinggi.”

Korupsi merupakan White Collar Crime, selain itu dan perbuatan ini selalu
mengalami dinamisasi modus operandinya dari segala sisi, sehingga dikatakan
sebagai Invisible crime yang sangat sulit memperoleh alat bukti serta proses
pembuktiannya, ¥ baik teknik, cara dan bahkan jaringan pelaku.

Salah satu modus operandi dari tindak pidana korupsi yang terjadi adalah
penyalahgunaan uang negara melalui APBD, % yang dilakukan antara lain dengan
membuat Mata Pasal Pos Anggaran untuk Tunjangan Operasional DPRD yang

jumlahnya sangat besar, pengeluarannya pun tidak sesuai dengan peruntukkarmya.6)

% Banyaknya penclitian yang bertaraf Internasional menetapkan Indonesia sebagai Negara paling Korup. Transparency
International (yang berbasis di Berlin-Jerman) untuk tahun 2005 telah mengeluarkan Index Persepsi Korupsi dari 158
negara, Indonesia menempati peringkat ke 137 dengan nilai 2,2 dibawah Papua New Guinea, Kamboja dan Kongo.
Artinya Indonesia adalah Negara paling korup diantara 137 negara di Dunia.

Yang sebelumnya Transparancy International menempatkan Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi, dari skor 1
(paling korup) sampai 10 (paling bersih), sebagai berikut :

- Tahun 2004, Rangking 135 dari 145 Negara, dengan Skor 2,0.

- Tahun 2003, Rangking 122 dari 133 Negara, dengan Skor 1,9.

- Tahun 2002, Rangking 96 dari 102 Negara, dengan Skor 1,9.

- Tahun 2001, Rangking 88 dari 92 Negara, dengan Skor 1,9.

- Tahun 2000, Rangking 86 dari 90 Negara, dengan Skor 1,7.

Krisna Harahap, Pemberatasan Korupsi Jalan Tiada Ujung, PT Grafiti, Bandung, 2006, hal 15

Achmad Zainuri, Korupsi Berbasis Tradisi,Poligon Grafic, Tangerang,2006,hal 29

* Indriyanto Seno Adji, Korupsi Sistemik sebagai kendala penegak hukum di Indonesia, artikel dalam
Hukum Bisnis No. 3 Tahun 2005, hal 5

3 S. Anwari, Opcit, hal 12

6 Di beberapa daerah telah dijadikan tersangka seperti, di Cirebon = 30 Anggota DPRD dengan jumlah Rp.
1,3 M untuk APBD tahun 2001, diLampung = 3 Anggota DPRD dengan jumlah Rp. 19,5 untuk APBD
tahun 2001, di Jawa Barat = 3 Pimpinan DPRD dengan jumlah 25 untuk APBD tahun 2001, di Sumatera
Barat = 54 Anggota DPRD dengan jumlah Rp. 5,9 M untuk APBD 2002, di Manado = 3 Pimpinan DPRD

dengan jumlah Rp. 10.1 M untuk APBD tahun 2003, dan di Sumatera Selatan = 1 Pimpinan DPRD
dengan jumlah Rp. 7,5 M



Dalam kaitan dengan pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya, terutama
dalam kewenangan menentukan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah, " ternyata
dalam praktik menimbulkan perilaku yang berlebihan dari Anggota DPRD diantara
perilaku tersebut misalnya memasukkan mata pasal anggaran belanja untuk
kepentingan anggota DPRD, yang kerap menimbulkan terjadinya tindak pidanas).
Meski demikian terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD
dapat saja terjadi karena melibatkan pihak ekskutif.

Di Sumatera Selatan salah satu kasus tindak pidana yang dilakukan anggota
DPRD dengan melibatkan pihak eksekutif adalah kasus biaya operasional DPRD yang
melibatkan Drs. H. Abdul Shobur, SH. MM selaku Sekretaris DPRD Propinsi
Sumatera Selatan).

Praktik korupsi di Indonesia yang sebelumnya hanya terjadi di ranah birokarasi
dan perbankan, kini sudah merambah ke lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Terungkapnya kasus-kasus korupsi para anggota DPRD ini seiring dengan

dilaksanakannya otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 22 tahun 1999 yang salah

satu tujuannya adalah lebih memberdayakan peran dan fungsi lembaga legislatif.

S. Anwari, Ibid, hal 96

" Dalam kasus yang penulis teliti adalah ketika masih diberlakukan UU No0.22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, dan UU No. 4 Tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan
DPRD, sebagimana telah diubah oleh UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR,
DPR, DPD dan DPRD

® Iwan Anis, Manipulasi Anggaran Belanja oleh DPRD Sidoardjo, artikel dalam Majalah Dictum LelP5
Edisi 5 Tahun 2005, hal 51-52 ’

? Pengadilan Negeri Palembang Putusan Majelis Hakim, No 554/P1D.B/2004, Pengadilan Negeri
Palembang atas nama terdakwa Abdul Sobur, SH. M.M.



Perlu dicermati hal-hal yang mendorong terjadinya korupsi di DPRD ini, agar dapat
dilakukan upaya pencegahannya. Perlu dicatat bahwa korupsi di lembaga DPRD ini
daerah banyak terjadi pada era otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 22 Tahun
1999 sebelum berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada hari senin, 17 Mei 2004 telah terjadi hal yang luar biasa di Padang yang
bena-benar menarik perhatian masyarakat. Putusan Pengadilan Negeri Padang yang
menetapkan 43 (empat puluh tiga) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Sumatera Barat sebagai terpidana kasus korupsi, tidak saja dianggap sebagai
langkah tegas, tetapi juga langkah berani para penegak hukum memberantas korupsi
yang dilakukan wakil rakyat.

Selain di Padang fenomena korupsi yang dilakukan anggota DPRD di negeri ini
sudah merebak di beberapa daerah, antara lain sebagaimana telah terungkap di jawa
Timur, Yogyakarta, Jawa barat, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Bali, NTB, Sumatera
Utara, dan Gorontalo'?,

Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) telah menerima pengaduan masyarakat atas
DPRD setempat yang melakukan penyimpangan anggaran. KPK melakukan supervisi
dan koordinasi atas penanganan masalah ini agar penyelesaian dugaan kasus korupsi

yang terkait dengan penyimpangan anggaran DPRD ini dapat dilakukan secara

konsisten dan merata diseluruh Indonesia.
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Keberhasilan masyarakat dalam mengungkap kasus korupsi seperti halnya yang
terjadi di Sumatera Barat didukung oleh adanya komitmen aparat penegak hukum ini
diharapkan dapat diikuti oleh daerah-daerah lain. Memang akhir-akhir ini
pengungkapan kasus-kasus korupsi yang berlanjut dengan ditetapkannya sejumlah
pimpinan dan anggota DPRD di Daerah sebagai tersangka mulai menunjukan
peningkatan.

Praktik korupsi yang meluas di lembaga DPRD ini sungguh memprihatinkan
justru terjadi dalam era pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 yang ditetapkan sejak 1 januari 2000. Dengan dilaksanakannya
otonomi antara lain dimaksudkan untuk dapat mewujudkan pemberdayaan fungsi-
fungsi DPRD dalam bidang legislasi, anggaran dan penyalur aspirasi masyarakat.
Untuk itu optimalisasi hak-hak DPRD perlu diwujudkan, seraya menambah alokasi
anggaran untuk biaya operasional.

Salah satu tugas wewenang DPRD adalah melaksanakan pengawasan antara lain
terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah. Keleluasaan untuk mengatur daerah sendiri di era otonomi daerah
tampaknya turut membuka peluang bagi terjadinya penyelewengan diberbagai bidang
yang hanya bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Situasi ini ditunjang oleh

adanya pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh DPRD ternyata tidak dapat



berfungsi scbagaimana mestinya oleh karena di lembaganya sendiri terjadi
penyelewengan.

Dengan terungkapnya banyak korupsi yang dilakukan baik oleh pihak
pemerintah daerah maupun di DPRD, maka seolah-olah membenarkan presepsi
masyarakat, bahwa pemberlakuan otonomi daerah dapat menciptakan raja-raja kecil
di daerah dan memindahkan korupsi dari pusat ke daerah.

Berdasarkan dari hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi
dengan judul:

“TINDAK PIDANA KORUPSI DI LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH”.

. Permasalahan

Memperhatikan meningkatnya pengungkapan kasus korupsi di lembaga DPRD
era pelaksanaan otonomi daerah saat ini, maka yang perlu dipertanyakan adalah :
1. Faktor apakah yang dapat menimbulkan Tindak Pidana Korupsi di Lembaga
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?

2. Bagaimana pencegahan timbulnya Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah ?




3. Tujuan Penelitian
Tujuan Penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui latar belakang timbulnya tindak pidana korupsi yang dilakukan
oleh Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Untuk mengetahui upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh
Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Manfaat Penelitian
4.1. Manfaat Teoritis
Dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum pada
umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
4.2. Manfaat Praktis
Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagaimana tindakan dari

penegak hukum atau bagaimana membuat kebijakan di bidang hukum.

5. Metode Penelitian
S.1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptis

analitis yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif.
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5.2. Bahan Penelitian

Bahan penelitian skripsi ini terdiri dari:

5.2.a.

5.2.b.

5.2.c.

Bahan hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang
mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-
undangan seperti UUD 1945, UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun
2004, UU No. 31 Tahun 1999, Kitab Undang- undang Hukum Pidana
(KUHP), Putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan lain yang
berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini.
Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer terdiri dari asas- asas hukum,
teori- teori hukum, doktrin dan yurisprudensi.
Bahan hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan
petunjuk bahan hukum tertier antara lain adalah buku- buku, jurnal,

majalah- majalah, media cetak, media elektronik, ensiklopedia.



5.3.
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Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu
dengan melakukan studi kepustakaan untuk mencari bahan-bahan hukum yang
berhubungan dengan penelitian ini.
Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif, karena data
yang dihasilkan berupa kalimat-kalimat dan bukan berupa angka-angka, yang
kemudian dirumuskan dalam bentuk kalimat-kalimat terstruktur untuk
memudahkan menarik kesimpulan dalam rangka memberi jawaban dari
permasalahan yang berpijak pada teori, pendapat para pakar hukum dan

peraturan perundang-undangan.
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